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Kelengkapan Persyaratan dalam
Sistem  Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik

Pengantar
Seringkali berbagai aktivitas kepegawaian terjadi keterlambatan, penundaan, dan bahkan tidak dapat diproses sama sekali. Hal ini tidak saja disebabkan oleh masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur yang ada, tetapi sebagian besar juga diakibatkan dari kurangnya kelengkapan persyaratan administratif yang dipersyaratkan dan diperlukan dalam proses administrasi dari pegawai yang bersangkutan.  Apabila terjadi demikian, maka tidak menutup kemungkinan proses administrasi kepegawaian yang bersangkutan tidak bisa dilanjutkan atau akan mengalami keterlambatan bahkan bisa jadi akan dipending. 

Agar pelaksanaan sistem administrasi kepegawaian dapat berjalan dengan baik, lancar, efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna, maka seluruh pegawai (tanpa kecuali) harus melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi dari PNS yang bersangkutan. Berikut ini akan diuraikan berbagai kelengkapan persyaratan yang diperlukan dalam proses administrasi kepegawaian sebagai berikut:

Kenaikan Pangkat

Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler

1. Fotocopy Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS)
2. Fotocopy SK CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bagi yang Pertama Kali mengajukan usul kenaikan pangkat (KP)
3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir

4. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)

5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dua tahun terakhir

6. Ijazah terakhir

7. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) 
8. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)

9. Daftar Riwayat Pekerjaan

10. Daftar Riwayat Hidup

Persyaratan Kenaikan Pangkat Fungsional

1. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

2. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir

3. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)

4. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli

5. Fotocopy SK Pelimpahan

6. DP-3 Dua Tahun terakhir setiap unsur rata-rata bernilai baik

7. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)

8. Daftar Riwayat Hidup (DRH)

9. Ijazah terakhir + Dilegalisir

10. Diusulkan oleh Kepala Unit Kerja
Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS Struktural

1. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

2. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 

3. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG). 

4. Fotocopy Surat Pernyataan Jabatan/Trio Jabatan bagi pejabat struktural 

5. Fotocopy SK Pelimpahan. 

6. DP-3 Dua Tahun terakhir setiap unsur rata-rata bernilai baik. 

7. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP). 

8. Daftar Riwayat Hidup (DRH). 

9. Ijazah terakhir + Dilegalisir. 

10. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD). 

11. Diusulkan oleh Kepala Unit Kerja. 

12. Sedang memiliki pangkat serendah-rendahnya satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan tersebut.

Kenaikan Pangkat Pilihan Penyesuaian Ijazah

1. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

2. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 

3. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG). 

4. Fotocopy SK Pelimpahan. 

5. DP-3 Dua Tahun terakhir setiap unsur rata-rata bernilai baik. 

6. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP). 

7. Daftar Riwayat Hidup (DRH). 

8. Ijazah terakhir + Dilegalisir. 

9. Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah. 

10. Diusulkan oleh Kepala Unit Kerja. 

Pensiun PNS 
1. Mengisi Daftar Peserta Calon Peserta Pensiun (DPCP). 

2. Fotocopy SK Calon Pegawai (CAPEG). 

3. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 

4. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG). 

5. Fotocopy Surat Nikah. 

6. Fotocopy Kartu Keluarga. 

7. Fotocopy DP-3 Terakhir. 

8. Bagi anak yang berusia 21 tahun ke atas disertakan Surat Keterangan masih kuliah dan Akta Kelahiran. 

9. Surat Keterangan tidak pernah mendapat Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir untuk mendapatkan Kenaikan Pangkat Pengabdian. 
10. Pas Foto terbaru 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar. 

Usul Kenaikan Gaji Berkala

1. Fotocopy SK Pangkat Terakhir. 

2. Fotocopy SK Gaji Berkala Terakhir. 

3. Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat. 

4. DP-3 Terakhir. 

5. Diusulkan oleh Kepala Unit Kerja. 

Mutasi Keluar Pemprov/Pemkab/Pemkot

1. Fotocopy SK Calon Pegawai (CAPEG). 

2. Fotocopy SK PNS. 

3. Fotocopy KARPEG. 

4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir. 

5. DP-3 Terakhir. 

6. Daftar Riwayat Hidup. 

7. Ijazah terakhir. 

8. Surat Nikah bagi yang sudah menikah. 

Mutasi Masuk ke Pemprov/Pemkab/Pemkot

1. Fotocopy SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

2. Fotocopy SK PNS. 

3. Fotocopy KARPEG. 

4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir. 

5. DP-3 Terakhir. 

6. Daftar Riwayat Hidup. 

7. Ijazah terakhir. 

8. Surat Nikah bagi yang sudah menikah. 

9. Lolos Bezeting Formasi. 

10. Ketersediaan APBD untuk menggaji PNS. 

Izin Belajar

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

2. Berijazah minimal SLTA bagi yang melanjutkan ke jenjang D-II, D-III, D-IV dan S-1. 

3. Berijazah Sarjana bagi yang melanjutkan jenjang S-2. 

4. Berijazah Pascasarjana (Magister) bagi yang melanjutkan jenjang S-3. 

5. Pangkat II/a dan masa kerja 2 (dua) tahun bagi yang melanjutkan ke jenjang D-II dan D-III. 

6. Pangkat II/b dan masa kerja 1 (satu) tahun bagi yang melanjutkan ke jenjang D-IV dan S-1. 

7. Pangkat III/b dan masa kerja 1 (satu) tahun bagi yang melanjutkan ke jenjang S-2. 

8. Pangkat III/c dan masa kerja 1 (satu) tahun bagi yang melanjutkan ke jenjang S-3. 

9. Pendidikan diselenggarakan di luar jam dinas. 

10. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh PNS. 

11. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. 

12. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, jabatan dan pangkat kecuali ada formasi dan memenuhi persyaratan. 

13. Harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

14. Mendapat izin dari kepala unit kerja
Persyaratan Pelamar untuk menjadi Calon PNS

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun

3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan.

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; Berkelakuan baik;

7. Sehat jasmani dan rohani;

8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan

9. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

Catatan:

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan bagi mereka yang melebihi usia 35 tahun namun tidak boleh melebihi usia 40 tahun. pengangkatan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara selektif bagi yang telah mengabdi pada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 5 tahun terus-menerus sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2002.

Syarat Kelengkapan Pengangkatan sebagai Calon PNS

Surat lamaran ditulis tangan sendiri. Surat lamaran ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan melampirkan:

1. Fotocopy  STTB/Ijazah yang disahkan pejabat yang berwenang.

2. Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/ Dinas Tenaga Kerja setempat 

3. Pas foto menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

Pelamar yang ditetapkan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, yaitu:

1. Fotocopy ijazah/STTB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Daftar riwayat hidup sesuai ketentuan yang belaku.

3. Pasfoto ukuran 3x4 cm sesuai kebutuhan.

4. Surat keterangan catatan kriminal/berkelakuan baik dari Polri.

5. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter.

6. Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja.

7. Surat pernyataan tentang: 
a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumyang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

b. Tidak berkedudukan sebagai Calon/ Pegawai Negeri;

c. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; 

d. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik. Catatan: Bagi yang sebelumnya telah menjadi pengurus dan  atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan/atau kepengurusan dari partai politik yang diketahuioleh pengurus partai politik yang bersangkutan.

8. Fotocopy sah surat keterangan dan bukti pengalaman kerja bagi yang telah mempunyai pengalaman bekerja.

Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS

Syarat-syarat CPNS dapat diangkat menjadi PNS adalah sebagai berikut: 

1. Telah menunjukan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah; 

2. Telah menunjukan sikap dan budi pekerti yang baik; 

3. Telah menunjukan kecakapan dalam melakukan tugas; 

4. Telah mengikuti Diklat Prajabatan; 

5. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS. 

6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik,

7. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil,

8. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

9. Fotocopy SK CPNS. 

10. Fotocopy STTPL/LPJ. 

11. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Tim Penguji Kesehatan. 

12. DP-3 bernilai baik. 

13. Diusulkan oleh Kepala Unit Kerja. 

Mendapatkan Asuransi Kesehatan ( ASKES )

1. Fotocopy SK Pangkat Terakhir. 

2. Mengisi Blangko Permohonan. 

3. Pas Foto 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar (PNS, Suami/Istri, Anak). 

4. Fotocopy Daftar Gaji. 

Mendapatkan Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU)

1. Laporan perkawinan pertama. 

2. Daftar Keluarga PNS. 

3. Fotocopy Surat Nikah. 

4. Pas Foto Istri/Suami 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar. 

Mendapatkan Izin Melakukan Perceraian

1. Permohonan PNS kepada Kepala Unit Kerja. 

2. Permohonan Kepala Unit Kerja Kepada Pejabat Pembinan Kepegawaian. 

3. Telah dilaksanakan pembinaan oleh Kepala Unit Kerja dan dibuatkan berita acara pemeriksanaan (BAP) 

4. Fotocopy Surat Nikah. 

5. Fotocopy SK Pangkat Terakhir

Mendapatkan Kartu Pegawai (KARPEG)

1. Fotocopy SK CPNS. 

2. Fotocopy SK PNS. 

3. Fotocopy STTPL/LPJ. 

4. Pas Foto 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar. 

Bapertarum

1. Mengisi blangko permohonan. 

2. Fotocopy SK Pangkat terakhir. 

3. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah Sendiri dari Desa. 

4. Fotocopy KTP. 

5. Fotocopy KARPEG. 

6. Fotocopy Kartu Keluarga. 

7. Fotocopy Sertifikat/Akta Jual Beli/Akta Hibah/Akta Waris/Petok D/Surat Hibah. 

8. IMB dari Instansi yang berwenang. 

Persyaratan Cuti PNS

Cuti Besar

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara terus menerus.

2. Lamanya cuti 3 bulan dan tidak dipecah-pecah.

3. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana Lampiran IV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 dan diberikan izin secara tertulis sebagaimana Lampiran V Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977. 

Cuti Tahunan

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.

2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

3. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

4. Pegawai negeri Sipil bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana Lampiran II Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 Tanggal 25 Pebruari 1977.

5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6. Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

7. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

8. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

Cuti Bersalin

1. PNS wanita berhak atas cuti persalinan untuk anak yang pertama, kedua dan ketiga, satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah persalinan.

2. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana Lampiran VIII Surat Edaran Kepala BAKN nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977 dan pejabat yang berwenang memberikan cuti sebagaimana Lampiran IX Surat Edaran Kepala BAKN nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.

Cuti Diluar Tanggungan Negara

1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun secara terus menerus.

2. Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu tahun.

3. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti disertai dengan alasan-alasannya sebagaimana Lampiran XV Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.

4. Pejabat Yang Berwenang memberikan cuti diluar tanggungan negara sesuai dengan Lampiran XVI Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.

Cuti Karena Alasan Penting

1. Keluarga PNS meninggal dunia dan PNS Yang bersangkutan harus mengurus hak keluarganya yang meninggal.

2. Melangsungkan perkawinan/pernikahan yang pertama.

3. Cuti paling lama 2 (dua) bulan.

4. PNS mengajukan permohonan sebagaimana Lampiran XII Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.

5. Pejabat yang berwenang memberikan cuti karena alasan penting sebagaimana Lampiran XIII   Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.

Cuti Sakit

1. Memberitahukan kepada atasannya sebagaimana Lampiran VI Surat Edaran Kepala BAKN nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.

2. PNS yang sakit lebih dari 2 sampal 14 hari mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan izin cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

3. PNS yang sakit lebih dari 14 hari harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

4. Cuti Sakit diberikan paling lama satu tahun, dapat ditambah paling lama enam bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

5. PNS wanita yang mengalami keguguran kandungan mendapat cuti paling lama satu setengah bulan dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

6. PNS yang mengalami kecelakaan dalam, dan oleh karena menjalankan tugas, mendapat cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya.

7. Pejabat yang berwenang memberikan cuti sakit sebagaimana Lampiran VII Surat Edaran Kepala BAKN nomor : 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.

Pensiun/Tunjangan Pertama Janda/Duda/Yatim-Piatu

Apabila penerima pensiun sendiri meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan pensiun pertama janda/duda/ yatim-piatu. untuk memperoleh hak tersebut diatas harus mengisi surat permintaan pembayaran pensiun pertama (SP4B) dengan melampirkan :

1. Pas foto pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar

2. Fotocopy KTP yang masih berlaku 2 lembar dan aslinya

3. Fotocopy rekening bank/ giro pos 3 lembar (khusus pembayaran melalui bank/ giro pos)

4. Fotocopy karip/ struk pensiun terakhir 2 lembar

5. Asli petikan SK pensiun berpas foto dan Fotocopy 2 lembar

6. Asli tembusan SK pensiun berpas foto untuk PT. Taspen (Persero)

7. Khusus yang SK pensiunnya otomatis lampirkan surat nikah/ surat kematian asli dan Fotocopy 1 lembar yang dilegalisir serendah-rendahnya kepala kelurahan/ kepala desa.

8. Asli dan lembar kedua + 1 Fotocopy SKPP dari KPKN/Biro Keuangan Pemkab/Pemkot (khusus yang meninggal aktif)

9. Asli dan 2 Fotocopy surat keterangan janda/duda yang disahkan kepala kelurahan/ kepala desa

10. Asli dan 2 Fotocopy SPTB yang disahkan oleh serendah-rendahnya kepala kelurahan/ kepala desa

11. Asli surat keterangan sekolah/kuliah dan Fotocopy 3 lembar (khusus bagi anak yang berusia 21 sampai 25 tahun)

12. Salinan/ Fotocopy surat perwalian bagi pemohon wali anak yang disahkan serendah-rendahnya kepala kelurahan/ kepala desa. Dan perwakilan/ pengampuan dari pengadilan negeri apabila pemohon belum dewasa (kurang dari 18 tahun)

13. Khusus tunjangan veteran (tuvet) harus melampirkan : ( a. Asli piagam veteran dan Fotocopy 2 lembar ; b. Surat keterangan tidak mampu (H3) dari kepala kelurahan/ kepala desa dan Fotocopynya 2 lembar )

14. Asli surat permohonan pembayaran pensiun melalui bank (SP3R) dan Fotocopy 2 lembar.

Asuransi Kematian Bagi Penerima/ Istri/suami/ Anak/ Pensiun Meninggal Dunia

Apabila pensiun maupun istri/suami/ anak pensiunan meninggal dunia, maka PT. Taspen (Persero) akan membayar asuransi kematian, untuk memperoleh hak tersebut diatas diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut :

1. Mengisi dan menandatangani formulir akt 5

2. Asli surat kematian dari Kelurahan/Kades/rumah sakit/ Puskesmas dan Fotocopy 1 lembar dilegalisir kepala Kelurahan/ Kades
3. Dalam hal kematian istri/suami dari pensiunan supaya melampirkan Fotocopy surat nikah yang dilegalisir kepala Kelurahan/ Kades
4. Dalam hal kematian anak yang berusia 21-25 tahun, agar melampirkan surat keterangan sekolah/ kuliah

5. Fotocopy surat keputusan pensiun 2 lembar 

Asuransi Kematian Keluarga Peserta Taspen (Istri/suami/ Anak)

Apabila istri/suami/ anak peserta meninggal dunia pada masa aktif, maka PT. Taspen (Persero) akan membayar asuransi kematian. Untuk memperoleh hak tersebut diatas diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut: 

1. Formulir akt 4 yang telah diisi dan disahkan oleh instansi yang bersangkutan

2. Fotocopy KTP yang masih berlaku 1 lembar

3. Fotocopy SK Terakhir yang dilegalisir  oleh instansi yang bersangkutan

4. Kutipan perincian penerimaan gaji (KPPG) dari instansi yang bersangkutan

5. Asli surat kematian dari kepala Kelurahan/Kades/rumah sakit/Puskesmas dan Fotocopy 1 lembar dilegalisir kepala Kelurahan/Kades
6. Asli dan Fotocopy surat nikah yang dilegalisir kepala Kelurahan/Kades (bila yang meninggal istri/suami)

7. Fotocopy kartu peserta PT. Taspen (Persero)

8. Asli surat keterangan sekolah/kuliah (khusus anak yang meninggal dunia berusia 21-25 tahun)

Persyaratan Pengajuan Mutasi Pindah Kantor Bayar Antar Kantor Cabang

1. 2 lembar  SP3L (asli + 1 Fotocopy)

2. 2 lembar SPTB (asli + 1 Fotocopy)

3. 2 lembar surat keterangan janda/duda (khusus untuk pensiun janda/duda)

4. 2 lembar Fotocopy SK pensiun

5. SKPP pindah dari Kantor Cabang Taspen asal 2 lembar

6. 2 lembar Fotocopy KTP/ surat keterangan domisili

7. 3 lembar pas foto ukuran 3 x 4

8. Asli dan 2 lembar Copy SK tunjangan veteran

9. Asli dan 2 lembar Copy piagam veteran

10. Asli (asli + 1 Fotocopy) surat keterangan bahwa prikehidupan sosial ekonominya memerlukan bantuan dari pemerintah yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa (khusus untuk penerima tunjangan veteran)

Persyaratan Pengajuan Tabungan Hari Tua Nilai Tunai Yang Berhenti Karena Pensiun Atau Keluar

1. Kartu Peserta Taspen (KPT), bagi peserta yang belum memiliki taspen agar melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai pengawai negeri/capeg

2. Fotocopy surat keputusan pemberhentian yang disahkan oleh kepala urusan kepegawaian dari instansi yang bersangkutan

3. Surat keterangan penghentian pembayaran gaji (SKPP)/ KPPG yang dibuat oleh pembuat daftar gaji disahkan oleh kepala jawatan/ kantor/ instansi bersangkutan

4. Fotocopy SK terakhir

5. Fotocopy KTP yang bersangkutan

Persyaratan Pengajuan Uang Duka, Wakaf dan Asuransi Kematian Bagi Penerima Pensiun Yang Meninggal Dunia Dengan Meninggalkan Istri/suami 

1. 2 lembar SP2UDW (asli + 1 Fotocopy)

2. 2 lembar Fotocopy surat keterangan kematian yang telah dilegalisir dari Kepala Desa / Lurah/ Rumah Sakit

3. 2 lembar Fotocopy surat nikah dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa
4. Karip asli + Fotocopy 2 lembar

5. 3 lembar Fotocopy KTP pemohon

6. 3 lembar Fotocopy piagam penghargaan (khusus TNI) yang memiliki piagam penghargaan / tanda jasa yang telah dilegalisir

7. Pas photo pemohon 3 x 4 sebanyak 1 lembar

Bagi Penerima Pensiun Yang Meninggal Dunia dan Tidak Meninggalkan Ahli Waris

1. 2 lembar SP2UDW (asli + Fotocopy)

2. 2 lembar surat kuasa ahli waris (asli + 1 Fotocopy) yang telah dilegalisir oleh kepala desa/ lurah

3. 2 lembar Fotocopy surat keterangan kematian yang telah dilegalisir  kepala desa/ lurah/ rumah sakit

4. 2 lembar Fotocopy KTP/ surat keterangan domisili

5. Karip asli + Fotocopy 2 lembar

6. Surat keterangan yang merawat pada saat sakit sampai dengan menyelenggarakan penguburan yang telah disahkan oleh Lurah/Kepala Desa + 1 Fotocopy
7. SK pensiun asli almarhum

Persyaratan Untuk Pensiun Pertama Bagi PNS/ Pejabat Negara

1. Pas foto pemohon 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar (tanpa kacamata dan tanpa tutup kepala (tetapi boleh pakai jilbab)
2. Pas foto istri/suami pemohon 3 x 4 sebanyak 2 lembar (tanpa kacamata dan tanpa tutup kepala (tetapi boleh pakai jilbab)
3. Fotocopy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar

4. Fotocopy rekening bank/ pos sebanyak 2 lembar (khusus pembayaran melalui rekening bank/ giro pos)

5. Asli formulir SPA dan 1 lembar Fotocopynya yang sudah ditandatangani

6. Asli petikan SK pensiun berpas foto untuk taspen

7. Asli tembusan SK pensiun berpas foto untuk PT. Taspen

8. SKPP asli definitive dari KPKN / Pemda dan lembar kedua

9. Fotocopy SK pengangkatan pertama sebanyak 2 lembar

10. Fotocopy karpeg dan Kartu Taspen 2 lembar

11. Asli formulir SP3R dan 1 lembar Fotocopy yang telah ditandatangani (khusus pembayaran melalui rekening bank/ giro pos) 

Tabungan Hari Tua

Apabila pegawai negeri sipil/ pejabat negara peserta taspen berhenti  bukan karena pensiun atau bukan karena meninggal dunia (keluar), serta pegawai BUMN/BUMD pensiun/ keluar maka PT. Taspen (Persero) akan membayarkan tabungan hari tua.

Untuk memperoleh hak tersebut diatas diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut :

1. Asli formulir AKT 1 yang telah diisi dan ditandatangani.

2. Kartu Peserta Taspen (KPT) dan Fotocopy 1 lembar

3. Fotocopy pengangkatan pertama sebagai calon pegawai/ pegawai tetap/ pegawai perusahaan

4. Fotocopy surat pemberhentian 2 lembar yang dilegalisir oleh kepala urusan kepegawaian dari instansi yang bersangkutan

5. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan disahkan oleh kepala instansi bersangkutan

6. asli petikan SK pensiun dan Fotocopy 1 lembar  (khusus pegawai BUMN yang berhenti karena pensiun).

7. Fotocopy KTP pemohon 1 lembar. 

Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian

Apabila pegawai negeri sipil/pejabat negara peserta taspen meninggal dunia sebelum pensiun, maka PT. Taspen (Persero) akan membayarkan tabungan hari tua dan asuransi kematian tanpa menunggu surat keputusan pensiun janda/duda terlebih dahulu. Untuk memperoleh hak tersebut diatas, diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut :

1. Formulir AKT 2 & 3 yang telah diisi dan disahkan oleh instansi yang berwenang

2. Asli dan Fotocopy KTP yang masih berlaku 1 lembar

3. Kutipan perincian penerimaan gaji (KPPG) dari instansi

4. Fotocopy SK terakhir yang dilegalisir instansi

5. Fotocopy SK pengangkatan calon pegawai/ pegawai tetap yang dilegalisir instansi

6. Fotocopy kartu peserta PT. Taspen (Persero)

7. Asli surat kematian dari Kelurahan/Kades/rumah sakit/ Puskesmas dan Fotocopy 1 lembar dilegalisir kepala Kelurahan/ Kades
8. Asli dan 1 Fotocopy surat nikah yang dilegalisir kepala Kelurahan/ Kades
9. Fotocopy SK perbantuan / pengangkatan pejabat negara (khusus yang diperbantukan atau diangkat pejabat negara) 

catatan : proses pembayaran dilakukan setelah pengecekan seperlunya ke instansi maupun ke kelurahan selambat-lambatnya 5 hari kerja

Uang Duka Wafat

Bila seorang penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada istri/suami diberikan uang duka wafat (UDW) sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir. 

Bila seorang penerima tunjangan veteran meninggal dunia, maka kepada istri/suami diberikan UDW yang besarnya ditetapkan Rp. 1.000.000,- (atau sesuai Perda) dan bila penerima tunjangan janda/duda veteran meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberika UDW yang besarnya ditetapkan Rp. 1.000.000,-  (sesuai Perda). Untuk memperoleh hak tersebut diatas diperlukan persyaratan pembayaran sebagai berikut : 

1. Asli formulir SP2UDW + 1 Fotocopy yang telah diisi dan ditandatangani pemohon.

2. Pas foto pemohon 3 x 4 sebanyak 1 lembar

3. Asli dan 2 Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku

4. Fotocopy kartu identitas pensiunan/ struk penerimaan terakhir 2 lembar

5. Fotocopy SK pensiun 2 lembar (khusus Pegawai Negeri Sipil)

6. Asli surat kematian dari kepala Kelurahan/Kades/rumah sakit/ 2 Fotocopy yang telah dilegalisir oleh serendah-rendahnya kepala kelurahan/ kepala desa.

7. Asli surat nikah + 2 Fotocopy yang telah dilegalisir kepala kelurahan/ kepala desa

8. 2 lembar Fotocopy piagam penghargaan bagi TNI (bintang gerilya, sewindu & bintang angkatan) dan disahkan Ka. Ajendam bagi yang belum tercantum dalam skep pensiun khusus TNI AD.

9. Asli surat kuasa ahli waris dan 2 lembar Fotocopy yang disahkan kepala Kelurahan/Kades dan surat penunjukkan yang bertanggung jawab tentang penguburan alharhum/ almarhumah yang telah ditandatangani/ disahkan kepala kelurahan (khusus bagi yang tidak meninggalkan istri/suami/anak)

Penghargaan PNS

Prosedur pengajuan usul calon penerima Satya Lencana karya Satya yaitu diajukan secara selektif dan setelah melalui pengkajian/penelitian mendalam oleh tim penghargaan di unit kerja masing-masing dan tingkat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: 

1. Daftar Riwayat Hidup 

2. Uraian jasa yang luar biasa/besar/menonjol atau prestasi besar dari PNS yang bersangkutan 

3. SK CPNS 

4. SK pangkat terakhir 

5. SK jabatan terakhir 

6. Fotocopy  piagam yang pernah dimiliki sebelumnya 

Pensiunan Terusan

Apabila penerima pensiun sendiri meninggal dunia, maka kepada istri/suami/ anak dibayarkan pensiun terusan sebesar pensiun almarhum/almarhumah yaitu:

1. Pensiun PNS/ pejabat negara/ tunjangan veteran dibayarkan selama 4 (empat) bulan berturut-turut

2. Pensiun duta besar dibayarkan selama 2 (dua) bulan berturut-turut

3. Pensiun TNI dibayarkan selama 6 (enam) bulan dan bagi yang mempunyai bintang jasa (bintang gerilya/sewindu dan bintang angkatan) dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut
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